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Daerah- Daerah Kabu paten
1. unaang-Undang

Pembentukan
rvrengmgat

Cirebon Tahun 2019-2024, agar dapat dilaksanakan
dengan baik, cermat dan terarah serta optimal sesuai
dengan kebutuhan, prioritas program dan target
pencapaian indikator kinerja, maka perlu adanya
Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif
Kewilayahan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan
ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah, Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif
Kewilayahan Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

c. oanwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan
Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon;

ivienimbang : a. oanwa sehubungan aengan reran ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Rencana
Pemha ncu nan .Iariaka Menenvah Daera h Kaburiaren- - - ....

BUPATICIREBON,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEDOMAN PENETAPANPAGU INDlKATIFSEKTORAL DAN PAGU
INDlKATIFKEWILAYAHANKABUPATENCIREBON
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NOMOR 26 TAHUN2023

PERATURANBUPATI CIREBON

NOMOR 26 TAHUN2023

BERITA DAERAHKABUPATENCIREBON
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Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

6. Undanz-Undane Nomor 36 Tahun 2009 tentanz Kesehatan- - -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

7. Undanz-Undanz Nomor 23 Tahun 2014 tentanz- -

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
undang Nomor b 'ranun :,W:l~ tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang telah diubah
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Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kauupeuen Daiarn Lingkungan Propirrsi Djawa Bara.i,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6402);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6178);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor73);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017Nomor136);

NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Indonesia Tahun 2012 Nomor215);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranNegaraRepublik
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Indonesia Nomor4817);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

1\T .... ~1 1"T' __ 1...... ..... 1____ T '- .._ l\T_____ T""l 1-1!1_
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

22. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Nomot 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah
Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor419);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2011 Nomor9, Seri EA);

24. Peraturan DaerahKabupatenCirebonNomor9 Tahun 2016
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang
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Nomor1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
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Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015
tentang PembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegara
RepublikIndonesiaTahun2018Nomor157);

l\T_~_~"': 1\T~ 1,",1"\ "'_1 f"\f"\10 4. 4. n l- .....1____ I\..L. __

~~c;5C;~~~~v~~~v~ .1.,£,V ~C:UH •.u~ ,£,V.1. U Lc;~H.a..l~5~C;~u.uc:u~c:u~ rl.l.a.;;:,

17. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia
Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran
Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam



2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: P.Kl<ATUJ:<AN~UPATl T_l!;NTANUP_l!;.l)UMANP_l!;NKl'APAN
PAGU INDIKATIFSEKTORAL DAN PAGU INDIKATIF
KEWILAYAHANKABUPATENCIREBON.

MEMUTUSKAN:

T .. ...,.._.. ,_. ..

uaIlgKa IVlerH:~Ilgan uaeran l\..aUUpaLeIl \....lreUUIl
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor6);

27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas
dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor34);

28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor97).
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Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9,
Seri D.6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 ten tang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon



kecamatan.

14.Sektoral adalah wilayah pembangunan sesuai dengan
urusan kewenanganpemerintah daerah.

,
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ketentuan peraturan
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fungsi lain sesuai dengan
perundang-undangan.

13.Kewilayahanadalah wilayah pembangunan yang ada di

9. Urusan PemerintahanPilihanadalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang diminki Daeran.

10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warganegara.

11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu PelayananDasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajibyang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

12. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten adalah satuan
kerja Perangkat Daerah yang memberikanpelayanan bagi
Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi
perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian

Urusan
Pusat dan

7. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
daerah provinsidan daerah Kabupaterr/Kota.

8. Urusan PemerintahanWajib adalah Urusan Pemerintahan
yangwajibdiselenggarakanoleh semua Daerah.

1\ ~~~ f'"\ ...~_~_~
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memberdayakan,dan menyejahterakanmasyarakat.

6. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan
olehPemerintahPusat kepada daerah otonomberdasarkan
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5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presidenyang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

sebagai unsur
yang memimpin
yang menjadi

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati
penyelenggara pemerintahan daerah
pelaksanaan urusan pemerintahan
KCWCllCUI!:)i::I.ll Ui::I.CIcUI UlUllUHl.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang­
ulluang Dasar Repuulik Indorieeia Tairun i945.



15. Kecamatan adalah bagian dari daerah kabupaterr/kota
yang dipimpin oleh camat dan berkedudukan sebagai
perangkat daerah.

16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan.

18. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan
terus menerus dan terencana oleh semua komponen
pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka
mencapai tujuan bemegara dan mewujudkan visi daerah.

19. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat
PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.

20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang,
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan,
baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat
maupun penanggung resiko.

21. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, meiann urutan puinan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
ci.enganmenggunakan sumner ci.ayayang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

23. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

24. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan.

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan
Kepala Daerah.
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dana yang bersumber dari APBNdan merupakan bagian
dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan
kepada Daerah untuk dikelolaoleh Daerah dalam rangka
mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadikewenanganDaerah.

34. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBHadalah
bagiandari TKDyangdialokasikanberdasarkan persentase
atas pendapatan tertentu dalamAPBNdan kinerja tertentu,
yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan
untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah
dan Daerah, serta kepadaDaerah lain non penghasildalam
rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau
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32.AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahyangselanjutnya
disingkatAPBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaranyang bersangkutan.

28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periodetahun anggaranyang bersangkutan.

29. Pendapatan AsHDaerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

30. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

31. RetribusiDaerahyangselanjutnyadisebut Retribusiadalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan



total nilai variabel pada perhitungan PIS PD atau hasil
pembagiannilai kategori terhadap total nilai kategori pada
perhitungan PISKecamatandan perhitungan PaguIndikatif
Kewilayahan(PIK).

45. Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu
yangmenjadiukuran suatu ciri tertentu.

46. Pagu Indikatif Sektoral atau PISadalah sejumlah patokan
indikatif dana yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk pembiayaan program dan kegiatan tahunan dalam
rangka melaksanakan RPJMDjRenstra j Renja Perangkat
Daerah atau top down planning yang penentuan alokasi
belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik
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pada perhitungan PISPD atau proporsi kategori terhadap
bobot variabel pada perhitungan PIS Kecamatan dan
perhitungan PaguIndikatifKewilayahan(PIK).
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39.CelahFiskaladalah selisihantara kebutuhan fiskalDaerah
dan potensi pendapatan Daerah.

40. Parameter adalah ukuran atau patokan.

41.Variabeladalah faktor atau unsur yang ikut menentukan
perubahan.

42.Bobotadalah nilai atau mutu.
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38. Dana Bantuan Keuangan Provinsi adalah dana yang
bersumber dari APBDProvinsi,yang dialokasikan kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

1__ .....-- 1__ ..&.. _
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35. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari TKDyang dialokasikan dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan
layanan publik antar daerah.

36. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah bagian dari TKDyang dialokasikan dengan tujuan
untuk mendanai program, kegiatan, danj atau kebijakan
tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu
operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya
telah ditentukan oleh Pemerintah.

37. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan
bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemerin tahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan



50. Pagu Belanja Rutin adalah Pagu yang dialokasikan untuk
belanja rutin perangkat daerah.

51. Pagu Kinerja Layanan Kebijakan Kepala Daerah adalah
Pagu yang dialokasikan untuk belanja kinerja layanan
kebijakan kepala daerah;

52. Pagu Program Prioritas adalah pagu yang dialokasikan
untuk program prioritas.

53. Pagu Indikatif POKIRadalah Pagu yang dialokasikan untuk
mengakomodasi usulan berdasarkan pokok-pokok pikiran
anggota DPRDyang merupakan aspirasi masyarakat.

54. Pagu berdasarkan Mandatori adalah Pagu wajib yang harus
disediakan pemerintah daerah di dalam APBDberdasarkan
amanat peraturan perundang-undangan.

55. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan yang
selanjutnya disebut PIS PD Kecamatan adalah Pagu
Indikatif Sektoral setiap Kecamatan.

56. Pagu Indikatif Kewilayahan Dasar yang selanjutnya disebut
PIK Dasar adalah Pagu Indikatif Kewilayahan Dasar yang
diperhitungkan berdasarkan jumlah Bobot setiap
Kecamatan dikali dengan alokasi PIK.

57. Pagu Indikatif Kewilayahan prestasi yang selanjutnya
disebut PIK prestasi adalah Pagu Indikatif Kewilayahan
yang diberikan kepada kecamatan atas prestasi atau
kondisi tertentu.

~t...~~lr"'~J:' 1~~~~ •• ~
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Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan
dan prioritas program.

47. Pagu Indikatif Kewilayahan atau PIK adalah sejumlah
patokan indikatif dana yang diberikan kepada Perangkat
Daerah dengan berbasis kewilayahan melalui pendekatan
wilayah administratif Kecamatan dimana penentuan
alokasi belanja melalui mekanisme partisipatif atau
musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas
program.

48. Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut PIS Dasar PD adalah Pagu Indikatif
Sektoral Dasar Perangkat Daerah.

49. Pagu Indikatif Sektoral Kebijakan Khusus Perangkat
Daerah Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang
selanjutnya disebut PISKebijakan Khusus PDBerdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya adalah Pagu Indikatif
Sektoral Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan
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diberikan kepada kecamatan yang berbatasan langsung
dengan kabupaten Zkota lain atau provinsi lain.

67. Insentif Desa Mandiri adalah insentif yang diberikan kepada
kecamatan yang memiliki Desa Mandiri di wilayahnya.

68. Insentif Inovasi dan Prestasi adalah insentif yang diberikan
kepada kecamatan yang memiliki Inovasi dan Prestasi.

69. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SPIP adalah Sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

70. SPIP Terintegrasi adalah pembaruan terhadap fokus dan
komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang
mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),Manajemen Risiko
Indeks (MRI),dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
(IEPK) dengan mempertimbangkan penetapan tujuan,

nn Tntpn~lf ppnaprnh~na~n ';Vlbv~h ~n~bh ln~pntlf "~na
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65. Insentif Ibu Kota dan PKLadalah Insentif yang diberikan
kepada kecamatan yang meru pakan Ibukota dan
kecamatan yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal.

64. Jumlah Bobot setiap Kecamatan adalah total bobot setiap
Kecamatan yang diperhitungkan berdasarkan bobot
variabel.

61. Alokasi PIK adalah Alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan
berasal dari hasil penetapan PUD.

n? .Iurnlah Inrieka Pf) arla lah Tora 1 Irrdek s Perangkar Daerah
hasil perhitungan berdasarkan parameter, sub parameter
dan variabel.

63. Jumlah Indeks setiap Kecamatan adalah Total Indeks setiap
Kecamatan hasil perhitungan berdasarkan parameter dan
variabel.

58. Pagu Indikatif Kewilayahan setiap Kecamatan yang
selanjutnya disebut PIK setiap Kecamatan adalah Pagu
Indikatif Kewilayahan setiap Kecamatan hasil penjumlahan
PIKDasar dengan PIKprestasi.

59. Alokasi PISDasar PDadalah Pagu Indikatif Sektoral berasal
dari hasil perhitungan Belanja APBD setelah dikurangi
belanja wajib mengikat dan belanja wajib spesifik sesuai
peraturan perundang-undangan.

60. Alokasi PIS Dasar PD Kecamatan adalah Pagu Indikatif
Sektoral Dasar Perangkat Daerah yang dialokasikan untuk
Kecamatan.



Kabupaten Cirebon;
d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam

perencanaan pembangunan;
e. Memberi ruang untuk mewadahi aspirasi masyarakat

nR1Rm !,prpnrRnRan pemhangunan eli tingkar kecarnatan
sesuai dengan skala prioritas pembangunan wilayah;dan

f. Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan
kewilayahan.

dengan program,
tingkat Pemerintah

c.

dan konsistensi antara
Desai Kelurahan, Kecamatan

dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan
antara tingkat Desai Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten;
Menjamin keterkaitan
perencanaan dari tingkat
sampai Kabupaten;
Memadukan aspirasi masyarakat
kegiatan dan sub kegiatan di

b.

a.

Tujuan Penetapan Pagu IndikatifKewilayahanadalah:

Pasa14

a. Memberikanpagu indikatif anggaran berdasarkan beban
kerja, daya dukung dan kinerja dari masing-masing
Perarigkat Daerah; dan

b. MendorongPerangkat Daerah untuk menyusun Program
Kegiatan berdasarkan skala kebutuhan prioritas untuk
mencapai target RPJMD,Renstra, SPMdan SDG's.

Tujuan Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah
adalah:

Pasa13

Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif
Kewilayahan dimaksudkan untuk memberikan landasan
hukum dalam penetapan Pagu IndikatifAnggaranatau Belanja
ProgramPerangkat Daerah.

Pasa12

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN



2) Urusan WajibNonPelayanan Dasar.
b. Urusan Pilihan;
c. Urusan pemerintahan umum;
d. Penunjang Urusan;
e. Unsur pendukung urusan;
f. Unsur kewilayahan; dan
g. Unsur pengawasan urusan pemerintahan.

(1) Untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (4)berdasarkan pendekatan teknokratis
dan top down planning ditetapkan Pagu lndikatif Sektoral.

(2) Untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (4) berdasarkan pendekatan
perencanaan partisipatif dan bottom up planning
ditetapkan Pagu Indikatif Kewilayahan.

(3) Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
Cirebon dan dibiayai melalui PIS dan PIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)terdiri dari:
a. Urusan Wajib,terdiri dari:

Pasa16

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaterr/kota.

(3) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
Daerah menjadi dasar pelaksanaan OtonomiDaerah.

(4) Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibiayai oleh Pagu
Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan yang
diatur dalam Peraturan Bupati 1TI1 acaian urusan
pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

(5) Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasa15

BAB III
URUSANPEMERINTAHANYANGDIBIAYAIOLEHPAGU

INDlKATIFSEKTORALDANPAGUINDlKATIFKEWILAYAHAN



a. Perencanaan;
b. Keuangan;
c. Kepegawaian;
d. Pendidikan dan Pelatihan;
e. Penelitian dan Pengembangan; dan

2} Pcmbcrdayaan Percmpuan dan Pcrlindungan Anak;
3) Pangan;
4) Pertanahan;
5) Lingkungan Hidup;
6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9) Perhubungan;
10) Komunikasi dan Informatika;
11) Koperasi, Usana Kecil dan Menengah;
12) Penanaman Modal;
13) Kepemudaan dan Olahraga;
14) Statistik;
15) Persandian;
16) Kebudayaan;
17) Perpustakaan; dan
18) Kearsipan.

(5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat LS] huruf
b meliputi:

a. Kelautan dan Perikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Perdagangan;
e. Perindustrian; dan
f. Transmigrasi.

(6) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c meliputi urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik.

(7) Penunjang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d meliputi:

Masyarakat; dan
6) Sosial.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, terdiri dari :
1) Tenaga Kerja;

(4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi:
a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari :

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;·
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
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a. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah (PIS PD); dan
b. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan

(PIS PD Kecamatan)

Pasal 8

Bagian Kesatu
Definisi dan Ruang Lingkup Pagu Indikatif Sektoral

dasar, persampahan, sumber energi, air bersih, investasi,
daya saing daerah dan lingkungan hidup.
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telah disetujui menjadi dasar penyusunan anggaran tahun
berikutnya;

c. Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kabupaten Cirebon
Tahun 2019 - 2024 sampai tahun anggaran berjalan;

d. Sumber dana yang tersedia dari Pendapatan Umum Daerah
(PUD)Kabupaten Cirebon; dan

e. Kondisi aktual daerah yang dihadapi antara lain isu
kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kesehatan,

Penentuan PIS dan PIK didasarkan indikator pembangunan
yang mengacu kepada :
a. Prioritas yang ditetapkan pada peraturan perundang­

undangan, R?JIviDdan kedaruratan atau kemendesakan;
b. Prakiraan maju yang disetujui pada tahun sebelumnya,

yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
mema stikan keainarnhu ncan rrrorrram dan kegi~t.Rn va nsr

........ ./Ii.. ........ ....... oJ""""

Pasal7

DEFINISIDANRUANGLINGKUPPAGUINDIKATIFSEKTORAL
DANPAGUINDIKATIFKEWILAYAHAN

T')AT')H7
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(10) Unsur pengawasan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf g yaitu inspektorat.
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a. Sekretariat Daerah; dan
b. Sekretariat DPRD.

(9) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

f. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan.

(8) Unsur pendukung urusan sebagaimana dimaksud pada



.... . .. .......... . ._ ......... ._ ..
ueranja uaeran Ul uararn raricarrgan f\.r'DU yang oersuat.
indikatif untuk merencanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan Kecamatan, dalam rangka melaksanakan
RPJMD/Renstra Kecamatan /Renja Kecamatan;

b. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut adalah
anggaran yang bersumber dari Pagu Indikatif Sektoral
Perangkat Daerah yang di distribusikan ke masing-masing
kecamatan dengan proporsi dihitung berdasarkan
parameter beban kerja berdaear'kan Iungsi peiayarran ,

Definisi dan Ruang lingkup Pagu Indikatif Sektoral Perangkat
Daerah Kecamatan sebagai berikut:
a. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan

adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran

Pasa110

... .. ....... ,_ .1· .. " . __ ............penuaparan yang oereuat speSljlCgrunt uauc uan Uf\..t\.,uana
penyesuaian atau Bantuan Keuangan Provinsi;

11. ......... .. 11 .. .. ..r-erangxat uaeraIl, uararn rangKa rneraxesariajcan
RPJMD/Renstra /Renja Perangkat Daerah;

b. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut adalah anggaran yang
bersumber dari pendapatan daerah di dalam rancangan
APBD murni, yang dihitung dari celah fiskal Dana Alokasi
Umum, Pendapatan Asli Daerah di luar pendapatan Badan
Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit dan Puskesmas),
serta pendapatan daerah yang tidak bersumber dari

Definisi dan Ruang lingkup Pagu Indikatif Sektoral Perangkat
Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah adalah sejumlah

patokan atau perkiraan batas anggaran belanja daerah di
dalam rancangan APBD yang bersifat indikatif untuk
merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan

Pasa19

(2) Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah (PIS PD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. PIS Dasar PD; dan
b. PIS Kebijakan Khusus PD Berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya.
(3) Pagu Indikatif Sektoral Perangkat Daerah Kecamatan (PIS

PD Kecarnutan] sebagaimarra dirrrak.aud pacia ayai, (1) Iruruf
b terdiri dari :
a. PIS Dasar PD Kecamatan; dan
b. PIS PD Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

Lainnya



(1) PIS yang telah ditetapkan, Programj kegiatanj Sub
Kegiatannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan
Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 13

Bagian Kesatu
Penggunaan Pagu Indikatif Sektoral

BABV
PENGGUNAANPAGUINDIKATIFSEKTORAL

DAN PAUU IND1KATIF Kl£WILAYAHAN

kegiatan untuk pagu indikatif kewilayahan ini dilakukan
secara partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dan
berdasarkan prioritas dari beberapa program yang
diusulkan oleh setiap desajkelurahan;

c. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang
diakomodir tersebut akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sesuai dengan urusannya dan disinkronkan
dengan Renja Perangkat Daerah terkait;

d. Kegiatan FIK yang dikeloia Perarrgka.i Daerah meru paican
kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat sesuai
dengan kewenangannya; dan

e. Kegiatan PIKyang dikelola Perangkat Daerah diprioritaskan
untuk keziatan vane bersifat oartisioatif.- ... - ~-
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Definisi dan Ruang lingkup Pagu Indikatif Kewilayahan adalah
sebagai beriku t:
a. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIK

adalah sejumlah patokan atau perkiraan batas anggaran
belanja daerah di dalam rancangan APBD yang bersifat
indikatif untuk merencanakan programjkegiatan usulan
kecamatan;

i-agu indikatif Kewllayahan lJ:-'lKJterdm dan :
a. PIKDasar; dan
b. PIKPrestasi.

Pasalll

Bazian Kedua
Definisi dan Ruang Lingkup Pagu Indikatif Kewilayahan

beban kerja berdasarkan fungsi kewilayahan dan beban
kerja berdasarkan fungsi koordinasi dan fasilitasi;



14)Siskamling siaga;
b. Program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pemerintah

Daerah dan Perangkat Daerah yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, RKPD
Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Renstra PD
Tahun 2019-2024 dan Renja PD Tahun 2023;

c. Program/Icegiatan/Bub Kegiatan yang sesuai dengan
Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu : "Peningkatan
rrilai LaIlluah clan daya sairig kornoditi unggulan yang
didukung oleh Pembangunan Sumber Daya Manusia
unggul serta layanan dan kebijakan publik yang
berorientasi kepada masyarakat".

1 ")\ r"'~_,."l... __ c_~ __ U"l .....,,_. ~ __
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5) Cirebon Mengaji;
6) Kartu Pepek Sejahtera;
7) BUMDes Berdaya;
8) Pembangunan Islamic Centre;
9) Imam Masjid, Mushola, Ponpes bermartabat;
10)Integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan formal;
11)Infrastruktur berbasis keruangan;
12)Desa Cerdas;

... _ ..__. _ ..1. _ J ~1 .1_. . _, ., . , _ .
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a. Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Dokumen
RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2023
(sebazai nerwuiudan SPIP terintezrasil: dan

b. Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (sebagai
perwujudan sr-u- terintegrasi].

(3) Program Zkegiatan zSub Kegiatan yang dapat didanai dari
PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi :
a. Prograrrr/kegiatan/Bub Kegiatan unggulan pemerintah

daerah yang meliputi:
1) Pembangunan gedung seni budaya;
2) Revitalisasi sanggar seni budaya;
3) Cirebon tematik festival;
4\ r.::I(7::1rhlln::lv::I lpst::lri'
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(2) Programykegiatany'Sub Kegiatan PIS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)merupakan Program/kegiatan/Sub
Kegiatan yang bersifat top down planning dengan



9) Rehabilitasi Jaringan lrigasi;
10)PJU dan sarana lalu lintas (20SS, marka jalan ,

rambu, pengaman jalan, dll);
11)Normalisasi Sungai;
12)Pembangunan sumur resapan (Lubang Biopori);
13)Pembangunan daerah konservasi (dengan syarat

ketentuan berlaku) diperuntukkan untuk kawasan
mangrove, kawasan sumber daya air;

14j Penyediaan sarana dan pemberdayaan pengelolaan
Persampahan dan lingkungan hidup serta Edukasi
pengelolaannya di kecamatan;

15)Pembentukan Desa Tangguh Bencana; dan
1fl) Program Kali Bersih (Pola Padat Karval.

I ....... \ ... I

dimaksud pada ayat (1) diu su lkan rnelalui pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan dan/ atau bottom up planning
dengan memperhatikan dan mendasarkan pada Kebijakan
kewilayahan (kawasan strategis kabupaten dan pusat
kegiatan lokal).

(3) Program/Kegiatan ZSub Kegiatan yang dapat didanai dari
PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi :
a. Program/Kegiatarr/Sub Kegiatan yang bersifat fisik,

an tara lain :
1) Rehab Prasarana Sekolah (Rehabilitasi ruang kelas

SD, SMP)
2) Pembangunan sekolah berwawasan lingkungan

(sanitasi sekolah, drainase dan biopori);
3} Pengembangan Prasarana Air bersih dan Sanitasi

(SKB),Bantuan Keuangan Desa Khusus mendukung
Desa ODF;

4) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
5) Pembangunan / Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan

dan jembatan;
6) Rehabilitasi Jalan (pemeliharaan berkala);
7) Rehabilitasi Jembatan;
8) Rehabilitasi Drainase Jalan (pembuatan saluran

sebagaimanaPIKKegiatan(2) Program/Kegiatan /Bub

(1) PIK ya...ng telah ditetapkan, Progra.m/Kegiata.n/Sub
kegiatannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan
Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal14

Bagian Kedua
Penggunaan Pagu Indikatif Kewilayahan



, ., • ..J • ., • .J.uerigari xru.eria yang rnernen uru syarac;
2) Kelas Literasi Masyarakat (Usia Sekolah);
3) Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P)

bagi balita gizi kurang (indeks BB/TB <-2 SD) di
wilayah dengan resiko prevalensi stunting >140/0);

4) Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P)
bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)dengan
LILA<23,5 em di wilayah dengan resiko presentasi
ibu hamil KEK);;::10%;

5) Kompetisi Sepak Bola U-IO dan U-12 serta
pemassalan olahraga (trail, senam, fun bike, dll);

6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan
Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos);

ekonomi, antara lain:
1) Pemagangan Taruna Tani dan Penyuluh Pertanian di

instansi penyelenggara pelatihan teknis;
2) Fasilitasi peningkatan sertifikasi mutu produk

industri (Sertifikasi Halal);
3) Pelatihari pelaku inclustri kornprehenaif;
4) Pelatihan e-commerce untuk pelaku UMKM;
5) Pembangunan Shelter PKLatau Pusat Kuliner;
6) Festival tematik dan pentas seni pertunjukan

tradisional Cirebonan (Fasilitasi Proses Kreasi,
Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi
Ekonomi Kreatif) seperti pentas wayang kulit dan
golek;

7) Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (dapat
dialoka.sikan melalui Bant.uan Keuangan Desa
disesuaikan dengan kewenangannya);
a) Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis

Pedesaan;
(1) Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES);

dan
(2) jalan usaha Perikanan (JUP);

b) Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
Produktif Perdesaan (PAKASEP);
(1) Pernbang unan ka wa.sarr pertarrian, peterrraka.n,

perikanan berkelanjutan ieco-mixed farming);
dan

(2) Pembentukan Zpengernbangan destinasi wisata
lokal (termasuk pembangunan saran a dan
prasarana pariwisata).

c. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersifat sosial
dan budaya, antara lain:
1) Pendidikan Paket Kesetaraan (Paket B dan C)

bersifatyangKegiatanb. Prograrn/Kegiatarr/Bub



Besaran PIS, PIS PD, PIS PD Kecamatan, PIK serta sebaran
besaran PIS PD dan PIS PD Kecamatan pada masing-masing
perangkat daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 15

Bagian Ketiga
Besarnya Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif

Kewilayahan

dimaksud pada ayat (4)merupakan Program/Kegiatan/Sub
Kegiatanyang menjadi urusan kewenangan daerah.

(5) Usulan Program/Kegiatarr/Sub KegiatanPIKyang berskala
lokal perdesaan darr/atau merupakan kewenangan desa
akan diatur melalui Peraturan Bupati mengenal
mekanisme bantuan keuangan desa dengan
memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

PIKKegiatan(4) Program/Kegiatarr/Sub

1 t '/T""\.TT"""~A-'T\T']I).T ,. T_T .J ~ 1 ~"""""IT'\
KeCClIIlaClI1 p-UoUf\ 111\j Ul rvecarna iaru uarr 1U1

Penyusunan DokumenRenbangdes; dan
14)Bimbingan teknis aplikasi OSS RBA bagi aparat

kecamatan.

7) Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan
Masyarakat Miskin dan Perlindungan Jaminan
Sosial (Pemberian Bantuan sembako dan
permakanan (BMW);

8) Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk
Pembangunan Ketahanan Keluarga;

9) Pelatihari berbaais korrrpeterrai unt.uk pericari kerja
diutamakan untuk para pengangguran terbuka;

10)Pelatihan untuk wirausaha baru berbasis ekonomi
kreatif (EKRAF);

11)Pemenuhan Sarana Perekaman dan Cetak
administrasi Kependudukan;

12)Peningkatan fasilitas sarana layanan PATEN
(KecamatanPenerima Insentif Desa Mandiri);

13)Pemutakhiran data pembangunan tingkat



(1) Sub Parameter Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dihitung
menggunakan variabel sebagai berikut :
a. PD urusan wajib pelayanan dasar;
h. PD uruesari wajib nun pelayarran da.sar;
c. PD urusan pilihan; dan
d. PD penunjang urusan.

(2) Sub Parameter Fungsi PD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 ayat (2) huruf a dihitung menggunakan variabel
sebagai beriku t :

Pasal18

'1 r"'\ 1 ~ tIIlenggunaKcul o uu r-ararne er :
a. Fungsi PD;
b. Tipe PD;
c. Tingkat Layanan Publik; dan
d. Rentang Kendali.

(3) Parameter Daya Dukung dan Kinerja PD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 huruf c dihitung menggunakan
Sub Parameter :
a. Program yang mendukung RPJMD;
h. Staridar Biaya; dem
c. Capaian Kinerja PD Tahun Sebelumnya .

(1) Parameter Beban Kerja Berdasarkan Kedudukan PD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dihitung
menggunakan Sub Parameter Penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah.

(2) Parameter Beban Kerja Berdasarkan Fungsi PD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b dihitung

Pasal17

Perhitungan dan penetapan PIS Dasar PD sebagaimana
dimaksud pad a Pasal 8 ayat (2) huruf a, didasarkan pada
parameter sebagai beriku t:
a. Beban kerja berdasarkan Kedudukan PD;
b. Beban Kerja Berdasarkan Fungsi PD; dan
c. Daya dukung dan kinerja PD

Pasal16

Bagian Ke Satu
Tata Cara Penentuan Pagu Indikatif Sektoral Perangkat

Daerah

BABVI
TATACARAPENENTUANPAGUINDIKATIFSEKTORALDAN

PAGUINDIKATIFKEWILAYAHAN
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Pasal 17 ayat (3)huruf b dihitung menggunakan variabel
sebagai berikut :
a. Fisik artinya PDmelaksanakan program pembangunan
yang bersifat infrastruktur atau prasarana;

b. Non Fisik artinya PD melaksanakan program
pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan
sumber dayamanusia itu sendiri; dan

c. Campuran artinya PD melaksanakan program
pernbarrgu nari yarlg bersifat infrastrukt.ur aLau
prasarana dan juga penggunaan sumber daya manusia
itu sendiri.

'JIIIT T TT"VM I • ~~ .J.' , . r r 0.J ~ 1 1a. 1'IIun ut""1 arunya t""U uo.ax mernptrnyai unlL r-erax.sarra

Teknis;dan
b. UPTartinya PD mempunyai sejumlah Unit Pelaksana
Teknis.

(6) Sub Parameter Program yang mendukung RPJMD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf a
dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
a. Programprioritas yang mendukung RPJMD;dan
b. ProgramPenunjangyangmendukung RPJMD.

1 .~ .A

UeIl.KuL:

a. TipeA;
b. TipeB; dan
c. TipeC.

(4) Sub Parameter Tingkat Layanan Publik sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 ayat .(2) huruf c dihitung
menggunakan variabel sebagai berikut :
a. Langsung artinya PDmelakukan kegiatan operasional

yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan
puulik kepada masyarakat urn.urn; Jan

b. Tidak langsung artinya PD melakukan kegiatan
operasional yang tidak terkait langsung dengan
pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat
umum danIatau melakukan pelayanan kepada
masyarakat segmentertentu.

(5) Sub Parameter Rentang Kendali sebagaimana dimaksud
pada Pasal 17 ayat (2) huruf d dihitung menggunakan
variabel sebagai berikut :

a. Dinas;
b. Sekretariat Daerah, Badan dan Inspektorat;
c. Sekretariat DPRD;dan
d. Kecamatan.

(3) Sub Parameter Tipe PD sebagaimana dimaksud pada Pasal
17 ayat (2)huruf b dihitung menggunakan variabel sebagai



PIS PD = PIS Dasar PD + PIS Kebijakan Khusus PD
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Rumus Perhitungan PIS PD adalah sebagai berikut :

PIS Kebijakan Khusus PD Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya = Pagu Belanja Rutin + Pagu Kinerja
Layanan Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan + Pagu
Program Prioritas + PIK + Pagu POKIR+ Pagu berdasarkan
Mandatori

Rumus Perhitungan PIS Kebijakan Khusus PD Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

Pasal21

PIS Dasar PD = Jumlah Indeks PD x Alokasi PIS Dasar PD

Rumus Perhitungan PIS Dasar PD sebagaimana dimaksud
pada Pasa18 Ayat (2)huruf a adalah sebagai berikut :

Pasal20

PIS Kebijakan Khusus PD berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf b,
terdiri dari :
a. Pagu Belanja Rutin;
b. Pagu Kinerja Layanan Unsur Pendukung dan Penunjang

Urusan;
c. Pagu Program Prioritas;
d. PIK;
e- Pagu POKTR;dan
f. Pagu berdasarkan Mandatori.

Pasal19

b. Capaian Kinerja Anggaran PD Tahun Sebelumnya.

(8) Sub Parameter Capaian Kinerja PD Tahun Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf c
dihitung menggunakan variabel sebagai berikut :
a. Capaian Sasaran dan Program PD Tahun Sebelumnya;



) 1·'" •rerurri ua.ri :
a. Pagu Belanja Rutin; dan
b. PIK;

PIS PD Kecamatan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (3)huruf b,

Pasa126

. , ,
varra.oei :
a. Capaian PADTahun Sebelumnya; dan
b. Penurunan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang

(KTMDU).

(1) Parameter Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pad a
Pasal 24 huruf a dihitung menggunakan variabel Jumlah
penduduk.

(2) Parameter Fungsi Kewilayahan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 24 huruf b dihitung menggunakan variabel :
a. Luas Wilayah;
b. Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten;
c. Jarak rata-rata ke desa.Zkelurahan; dan
d. Jumlah desaj'kelurahan.

(3) Parameter Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 24 huruf c dihitung menggunakan

Pasal25

Perhitungan dan penetapan PIS Dasar PD Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a,
didasarkan pada parameter sebagaiberikut:
a. Fungsi Pelayanan;
b. Fungsi Kewilayahan; dan
c. Fungsi Koordinasi dan Fasilitasi.

Pasa124

Bagian Kedua
Tata Cara Penentuan Pagu Indikatif Sektoral Kecamatan

Tata Cara penentuan PIS Dasar PD didasarkan bobot
parameter, sub parameter dan variabel tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal23



d. Indek.sKeaulitan Geografis (IKGj.

Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif KewilayahanDasar
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a didasarkan
pada variabel sebagai berikut:
a. Jumlah Penduduk;
b. Jumlah KepalaKeluargaMiskin;
c. Luas Wilayah;dan

Pasal31

BagianKetiga
Tata Cara Penentuan Pagu IndikatifKewilayahan

Tata Cara peneru.uan PIS FD Kecarnacan didaaarkan UUUUL

parameter dan variabel tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa130

1-'181-'UKecamatan = 1-'18uasar 1-'UKecamatan + 1-'181-'U
KecamatanBerdasarkan Pertimbangan ObjektifLainnya

Rumus Perhitungan PISPDKecamatan adalah

Pasa129

PISPDKecamatanBerdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya = PaguBelanja Rutin + PIK

Rumus Perhitungan PIS PD Kecamatan Berdasarkan
Pertimbangan ObjektifLainnya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

Pasal28

PIS PD Kecamatan berdasarkan Pertimbangan Objektif
lainnya = Pagu Belanja Rutin + Pagu Layanan Kebijakan

Rumus Perhitungan PIS Dasar PD Kecamatan adalah:

Pasa127



Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan akan
ditampung lebih lanjut pada saat pembahasan Rancangan
KUA/PPASTahun Rencana.

(1) Perkembangan informasi pendapatan dan belanja yang
berasal dari Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi

Pasa137

BAB VII
KETENTUANLAIN-LAIN

+~".1ro.lr +- ~ __ ,..",~ __ ~ ~ D +-", D,,_,....+-~ ~_~
LJ_u.c:u~ L\....1p.1»a.1.1n..cu.1 u.a.1.1 .1 \....1aLU.1 CU.1 J.J UpaL.1 .1.1.1.1.

Tata Cara penentuan PIKsetiap Kecamatan didasarkan bobot
variabel tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian

Pasal36

PIKsetiap Kecamatan = PIKdasar + PIKReward

Rumus Perhitungan PIKsetiap Kecamatan sebagai berikut :

Pasa135

PIKReward = Insentif Ibu Kota dan PKL+ Insentif
PengembanganWilayah+ Insentif Desa Mandiri +Insentif

Inovasi dan Prestasi

Rumus Perhitungan PIKReward adalah sebagai berikut :

Pasal34

PIKDasar = Jumlah Bobot setiap Kecamatan x AlokasiPIK

Rumus Perhitungan PIKDasar sebagai berikut :

Pasa133

PIK Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b
terdiri dari :
a. Insentif Ibu Kota dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. Insentif Pengembangan Wilayah;
c. Insentif Desa Mandiri; dan
d. InsentifInovasi dan Prestasi.

Pasal32



UPATENCIREBONTAHUN2023 NOMOR 26

TEN CIREBON,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Mei '_ 2023

IMRON

TID

BUPATICIREBON,

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Mei 2023

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Pasal38

BAB.VIIl
KETENTUANPENUTUP

(2) Peraturan Bupati ini menjadi acuan dalam. pelaksanaan,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk perencanaan
anggaran tahun rencana.
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